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Abstrak

Kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri
dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri
terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan.
Pembangunan nasional akan lebih merupakan pembangunan Indonesia, bukan
sekedar pembangunan di Indonesia. Permintaan efektif atau daya-beli rakyat di
dalam negeri harus menjadi dasar pertumbuhan ekonomi. Ini bermakna bahwa
strategi pembangunan pertumbuhan melalui pemerataan atau pertumbuhan dengan
pemerataan yang berorientasi ke dalam negeri. Kerakyatan dalam sistem ekonomi
mengetengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang
banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Reformasi dalam
konteks kenegaraan tidak saja berarti pembaharuan menuju Indonesia maju dan
terbentuknya civil society tetapi juga mengandung arti back to basics, kembali ke rel
sesuai dengan cita-cita Kemerdekaan Indonesia.

Kata Kunci : Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan

PENDAHULUAN

Kemandirian adalah suatu konsep yang sering dihubungkan dengan
pembangunan. Dalam konsep ini program-program pegurean dirancang secara
sistematis agar individu maupun masyarakat mergathyek dari pembangunan.
Walaupun kemandirian, sebagai filosofi pembangunaga dianut oleh negara-
negara yang telah maju secara ekonomi, tetapi koinséebih banyak dihubungkan
dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh neggasansedang berkembang
(Ismawan, 2003).

Penjajahan yang berlangsung lama, yang dengan ifefelénggunakan
kekuasaan feodal pribumi, telah meninggalkan wargaupa tatanan ekonomi sosial
serta mentalitas masyarakat yang tidak siap mengerkbmerdekaan yang telah
diraih.

“Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Uniger§iandanaran



Dalam kondisi semacam inilah negara-negara sedamigerinbang bergaul
dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju secammrek Tidak bisa lain, untuk
mengejar ketertinggalannya di bidang ekonomi, regagara tersebut harus
melakukan pelbagai program pembangunan. Sayangeyahangunan yang mereka
laksanakan seringkali terfokus hanya pada bidamgaki, dengan sasaran utama
meningkatkan produksi dan pendapatan, dan jarangpewnatikan faktor manusia
sebagai subyek. Dalam praktik sering kita jumpaitatet manusia merosot hingga
sekedar menjadi alat untuk mencapai tujuan ekonomi.

Pembangunan di bidang ekonomi ini tidak menjammvugidnya perbaikan
ekonomi masyarakat secara merata. Dua hal yangadiepgnyebabnya adalah:
pertama, pembangunan ekonomi itu hanya mengutampk&eunmbuhan. Kedua,
tidak efisiennya sistem birokrasi yang dikembangkaneh pemerintah.
Ketidakefisienan ini telah menimbulkan kesenjandatam kepemilikan akses atas
pembangunan. Dengan kata lain, hanya individu-iddiatau kelompok masyarakat
tertentu yang memkmati hasil pembangunan ters@mltngan yang diuntungkan ini
adalah mereka yang dekat dengan elit kekuasaam,naacka yang secara sosial
ekonomi memang mampu meraih kesempatan yang ada.

Tentu saja golongan yang diuntungkan ini merupagalongan kecil dari
masyarakat. Sebagian besar masyarakat, karenaalsakean tingkat sosial ekonomi
yang memprihatinkan, tidak mampu mengambil manfadas hasil-hasil
pembangunan. Golongan terakhir ini hidup di perkamgan-perkampungan kumuh
di perkotaan dan di perdesaan. Karena tekanantstrkékuasaan, sosial, ekonomi,
maupun politik begitu besar, mereka tertinggal jaan kemajuan ekonomi yang
semakin menyulitkan kehidupan sehari-hari.

Satu-satunya tujuan hidup bagi golongan miskin akaymenyelamatkan diri
dari tekanan hidup dengan jalan sangdfish. Bila kemiskinan yang mereka
tanggungkan sudah demikian parah, seperti kasuski&en di beberapa Kabupaten
di Indonesia, mereka bahkan juga kehilangan kepaerapada diri sendiri. Para
petani dan kaum miskin di daerah itu menolak memenluran bantuan — bantuan

yang mempunyai tujuan untuk memberdayakan mereka.



Konsep kemandirian menjadi faktor sangat pentingardapembangunan.
Konsep ini tidak hanya mencakup pengertian kecukugia (self-sufficiency) di
bidang ekonomi, tetapi juga meliputi faktor manussaara pribadi, yang di dalamnya
mengandung unsur penemuan dsdftdiscovery) berdasarkan kepercayaan dsef{
confidence). Kemandirian adalah satu sikap yang mengutam&kamampuan diri
sendiri dalam mengatasi pelbagai masalah demi mpansatu tujuan, tanpa menutup
diri terhadap pelbagai kemungkinan kerjasama yahggsmenguntungkan.

Dalam pengertian sosial atau pergaulan antar marfksiompok, komunitas),
kemandirian juga bermakna sebagai organisasi digf-ofganization) atau
manajemen diri $elf-management). Unsur-unsur tersebut saling berinteraksi dan
melengkapi sehingga muncul suatu keseimbangan.datlani, pencarian pola yang
tepat, agar interaksi antar unsur selalu mencapaeifibangan, menjadi sangat
penting. Setiap keseimbangan yang dicapai akan aglienjandasan bagi
perkembangan berikutnya. Proses kemandirian adajases yang berjalan tanpa
ujung.

Sikap mandiri harus dijadikan tolok ukur keberhasilyakni apakah rakyat atau
masyarakat menjadi lebih mandiri atau malah semagérgantung. Misalnya, apakah
petani kita lebih bebas atau malah semakin berggnpada hasil industri (seperti
pupuk), apakah industri kita lebih bebas atau ma&hakin bergantung pada bahan
baku impor, atau apakah negara kita lebih mampu upakn modal atau malah
semakin bergantung pada utang luar negeri.

Sebagai implikasi dari saling berkaitnya unsur-ungalam kemandirian,
proyek-proyek di bidang ekonomi bagi golongan nmgkarus dirancang secara tepat,
sesuai dengan tingkat keseimbangan yang ada padekaneKemiskinan yang
mereka tanggungkan tidak boleh kita lihat semabeg® masalah fisik, melainkan
juga harus dilihat sebagai tantangan atau dorobggnhadirnya harapan baru atau
kondisi yang lebih baik. Proyek yang dibangun, denglernikian, harus dapat
dijangkau oleh kemampuan yang ada pada mereka.aDekagta lain, proyek itu

harus memungkinkan golongan miskin ikut berparéisip baik pada tingkat



implementasi maupun tingkat pengambilan keputusahjngga mereka memiliki
landasan bagi terbentuknya prosgémanagement.

IDE DAN TEKAD MANDIRI SEJAK PRA-KEMERDEKAAN

Perhimpunan Indonesia di negeri Belandiadiéche Vereeniging kemudian
menjadi Indonesische Vereeniging) pada tahun 192mantapkan diri sebagai
perhimpunan politik yang kemudian sangat berperanamtukan dalam perjuangan
kemerdekaan nasional Indonesia. Perkembangan kpotlii Hindia Belanda
mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkanateRgrhimpunan Indonesia di
Negeri Belanda.

Pada tahun 1923, Perhimpunan Indonesia mengelupgkagataan bahwa tiap-
tiap orang Indonesia harus berusaha dengan sursymgguh untuk mencapai
maksud itu dengan kekuatan dan kemampuannya seediepas dan bantuan orang
lain. Di dalam berbagai tulisannya, Mohammad Hattanyatakan prinsip non-
kooperatif yang dianut Perhimpunan Indonesia itylahg telah ikut memasyhurkan
perhimpunan ini di kalangan rakyat Indonesia.

Lahirnya pernyataan asas-asas Perhimpunan Indotadsia 1925 disebutkan
oleh Sartono Kartodirdjo, sebaddianifesto Politik 1925. Perhimpunan Indonesia,
yang telah dipersiapkan sejak tahun 1923 itu derldahammad Hatta sebagai
penggerak utamanya. Menurut ahli sejarah ini, StmPpamuda 1928 merupakan
pengumandangairplification) dimensi-dimensManifesto Politik 1925 ini

Asas Kerakyatan mengandung arti, bahwa kedaulatarpada rakyat. Segala
Hukum (Recht, peraturan-peraturan negeri) harudtensandar pada perasaan
Keadilan dan Kebenaran yang hidup dalam hati rakgatg banyak, dan aturan
penghidupan harus sempurna dan berbahagia bagatrdtglau ia beralasan
kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat inilatgyaenjadi sendi pengakuan oleh
segala jenis manusia yang beradap, bahwa tiagsaagsa mempunyai hak untuk
menentukan nasib sendiri.

Supaya tercapai suatu masyarakat yang berdasarildeathn Kebenaran,

haruslah rakyat insaf akan haknya dan harga dirikgmudian haruslah ia berhak



menentukan nasibnya sendiri dan perihal bagaimanaesti hidup dan bergaul.
Pendeknya, cara mengatur pemerintahan negeripn@rgusun perekonomian negeri

semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan nyld&ta, 1932)

MENOLAK SUBORDINASI DAN HUMILIASI

Kemandirian telah menjadi tuntutan politis bagi dndsia Merdeka.
Kemandirian adalah bagian integral dan makna mardak sendiri. Tidak ada
kemerdekan yang genuine tanpa kemandirian. Ap&kitaerdekaan memiliki suatu
makna, adalah karena kemandirian memberikan martabgi bangsa yang
memangku kemerdekaan itu. Martabat bangsa merdkatergantung pada bangsa
lain, tidak berada dalam protektorat tidak dalamsigictersubordnasi. Kemandirian
adalah martabat yang diraih sebagai hasil perjuangarat menuntut dari
ketertaklukan, dari humiliasi dan dehumanisasi aqmilitik serta sosial-kultural.
Mencapai kemandirian menjadi penegakan misi suwy Y@drati (Gie, 2002).

Kemerdekaan, kemandirian dan martabat suatu bamgsaperoleh hakikat
rahmatan lil alamin yang hanya dapat dipahami oleh bangsa yang marepgenal
harga diri dan percaya diri. Humanisme, humanidasiemansipasi diri semacam ini
bersumber pad#aukhid. Ketidakmandirian ataafhankelijkheild menyalahi kodrat
menjaga martabat dan harga diri sebabgalifatullah.

Masa jajahan adalah masa subordinasi, diskrimidasi humiliasi di segala
bidang kehidupan. Mengakhiri masa jajahan adalaingaléiri subordinasi dan
diskriminasi - menegakkan emansipasi. Oleh kargnarntuk mengakhiri kejahatan
sosial-politik, sosial-kultural dan sosial-ekonontu, tidak ada istilah “belum
matang” untuk merdeka (Hatta, 1928).

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan dan berddalam politik, di
bidang ekonomi Mohammad Hatta menegaskan perlergalenggara kemandirian
ekonomi dengan cara segera merestruktur perekonorimnidonesia, merubah
Indonesia dari posisiekport economie” di masa jajahan, yang menempatkan Hindia
Belanda sebagainderneming besar dan penyediaan buruh murah dengan cara-cara

eksploitatif, menjadi perekonomian yang mengutamageningkatan tenaga bel



rakyat dan menghidupkan tenaga produktif rakyatddsear kolektivisme, yang

artinya “sama sejahtera” (Swasono, 1992)

POLA PRODUKSI DAN TUGAS RESTRUKTURISASI

Mewujudkan cita-cita kemandirian ekonomi, “membaddngkal menjadi ujung
kembali”, secara struktural merubah ekonomi kolonmi@njadi ekonomi nasional,
artinya dengan secara sadar membentuk pola prodo&sional pattern of
production) yang berbasis sumber daya dalam-negeri sendimiasekali terabaikan.
Sektor manufacturing tanpa banyak diketahui tahu-sudah makin tergantung pada
luar-negeri, menjadimport dependent.

Tingginyaimport contents dalam produk-produk manufaktur kita, bukan saja
karena kita tidak membangun ekonomi sesuai denglkaykan alam kitarésources
based), tetapi adalah pula pengaruh dari para juraganpdrt-business” yang
mempunyai kepentingan ekonomis secara mikro, yaagkali bertentangan dengan
upaya restrukturisasi ekonomi makro.

Peran sekelompok importir dan birokrat sebagai kaohgr asing, yang sadar
atau tidak sadar mendistorsi usaha-usaha restisdsurekonomi secara makro.
Namun tidak mustahil bahwa ide restrukturisasi megnadak dikenal atau tidak
merupakan suatoolitical will yang nyata dan birokrasi (dan teknokrat) kita.

Tentu demikian pula, sama lengahnya kita dalam reetolt pola-konsumsi
nasional. Konsumsi masyarakat makin terdikte umtekgkonsumsi barang dan jasa
yang padatimport-contents, yang tentunya atas beban ekonomi nasioimaport
mindedness merajalela,demonstration effect yang konsumtif makin menjadi-jadi
berkat hebatnya perang pasar dan periklanan can@gibarnya ketergantungan
sektor manufaktur terhadapport-contents merupakan salah satu penyebab utama
mengapa krisis moneter dengan hebatnya menerpuryk&eekonomian nasional,
khusus perekonomian besar dengan segala dampahktdregeya itu. Kita menjadi
kepanjangan tangan.

Oleh karena itu, kita tetap harus dapat dengan atemrembedakan antara

upaya economic recovery (ala IMF dan kaum neo-klasikal) dengaeformatory



economic recovery (makro) yang mengandung tujuan restrukturisasneko, yaitu
mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural.

KETERJEBAKAN HUTANG DAN DEPENDENSI INDONESIA

Kolonialisme baru yang bertopeng globalisasi dasbalisme dengan turbo
kapitalis asing sebagai aktor utama merupakan sivatg reality. Ini terjadi melalui
proses pengembangan industri, baik industri swisstitmpor maupun industri
promosi ekspor. Indonesia kembali menjadi tempaigyampuk bagi penghisapan
surplus ekonomi oleh pihak asing. Pasar-bebas uliebgrhala baru yang secara
absolut dianggap sebagai pendetraniscient danomnipotent, padahal pasar-bebas
hanyalah sekedar instrumen ekonomi kaum globaliskumemanfaatkan kelemahan
struktural dalam perekonomian negara-negara ber&kegb

Penghisapan surplus ekonomi oleh pihak asing ddpahjukkan dengan
keterpurukan neraca pembayaran yang ditanggung rppeafe Indonesia (Sritua
Anief, 1993). Kendatipun perbandingan antara pemamainvestasi asing langsung
dengan keuntungan yang diangkut dan Indonesia rf@ngpenurunan, akan tetapi
ini telah diikuti dengan meningkatnya investasi tfwhio sehingga repatriasi
keuntungan pihak asing yang diangkut dari Indonet&p menjadi penyebab utama
defisit perkiraan berjalan dalam neraca pembayaran.

Hal yang perlu diwaspadai adalah hutang luar nedgetah banyak
dikemukakan. Pinjaman luar negeri meningkatkan ryetesi-intervensi negara-
negara donor maupun negara-negara penerima bagaranmerusak prinsip-prinsip
ekonomi, dengan mengabaikan keunggulan-keunggumpératif di negara-negara
penerima bantuan. Pinjaman luar negeri tidak tadegan “skenario Barat” untuk
mempertahankan negara negara terbelakang tetapn dadesisi ‘Status-quo in
dependency’.

Ada beberapa butir lagi yang perlu dikemukakan idi berkaitan dengan
hutang luar negeri, sebagai berikut: Dalam pergyerdialektik hubungan ekonomi
antara aktor ekonomi, pemasok hutang luar negeriirgestor asing menjadi lebih

berkuasa dalam memeras rakyat Indonesia, terutamg@ lperada di strata bawah



dalam masyarakat Indonesia. Jelas ini menunjukliedmva Indonesia dan rakyatnya
akan kembali menjadi koloni asing. Dan hutang loegeri yang menumpuk telah
berubah sifatnya dari perangkap menjadi bumerangnd8ang dalam pengertian
mempermiskin Indonesia dan rakyatnya.

Dengan demikian pembangunan nasional akan lebinpakan pembangunan
Indonesia, bukan sekedar pembangunan di Indoresianintaan efektif atau daya-
beli rakyat di dalam negeri harus menjadi dasaiupgsuhan ekonomi. Ini bermakna
bahwa strategi pembangunan pertumbuhan melalui na¢sa@ atau pertumbuhan
dengan pemerataan yang berorientasi ke dalam negeri

Patokan-patokan bagi hutang luar negeri, yaitu laasetiap hutang luar negeri
harus secara langsung dikaitkan dengan semanganghkatkanself-help dan self-
reliance, di samping bunga harus rendah, untoénumbuhkan aktivitas ekonomi
sendiri. Bantuan luar negeri harus mampu membuiat bergerak sendiri atas
kekuatan sendiri, serta bersifat komplementer lpgasifat sementara dan pelengkap
Tidak pula atas syarat politik sebagai langkah kadmipa neo-kolonialisme dan

kolonialisme ekonomi.

SIAPA YANG BERDAULAT, PASAR ATAU RAKYAT?

Banyak orang mengatasnamakan rakyat. Ada yang olelakya secara benar
demi kepentingan rakyat semata, tetapi ada pulag yarelakukannya demi
kepentingan pribadi atau kelompok. Banyak di antaeseka, baik yang menuding
ataupun yang dituding dalam mengatasnamakan ragakah bahwa mereka kurang
sepenuhnya memahami arti dan makna rakyat sertendingang melingkupinya.

Kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkaringegh pengutamaan
kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyakg yeersumber pada kedaulatan
rakyat atau demokrasi. Dalam sistem ekonomi bertkgtaokrasi ekonomi yang tidak
menghendaki “otokrasi ekonomi”, sebagaimana pulaakeasi politik menolak
“otokrasi politik”.

Berdasarkan pengertian mengenai demokrasi ekongpeirts dikemukakan di

atas, maka kita membedakan anfaigate interests dengarpublic interest. Dari sini



perlu kita mengingatkan agar tidak mudah menggumastdlah “privatisasi” dalam
menjuali BUMN. BUMN sarat dengan makna kerakyatan dersifat publik. BUMN
ada untuk menjaga hajat hidup orang banyak. Yatagtiju bukanlah “privatisasi”
tetapi adalah do-public’, di mana pemilikan BUMN meliputi masyarakat lugang
lebih menjamin arti “usaha bersama” berdasar aaass' kekeluargaanGo-public
haruslah diatur nlanaged) untuk menjamin partisipasi nyata rakyat luas mhala
kepemilikan aset nasional.

Kesalahan utama kita dewasa ini terletak pada dikdpnesia yang kelewat
mengagumi pasar-bebas. Kita telah menobatkan pabtas sebagai “berdaulat”
mengganti dan menggeser kedaulatan rakyat. Kitdh telenjadikan pasar sebagai
“berhala” baru.

Siapakah sebenarnya pasar itu? Bukankah saat imddnesia pasar adalah
sekedar (1) kelompok penyandang/penguasa danaa@eknpara penerima titipan
dana dan luar negeri, para pelaku KKN, tak terkie@asa penyamun BLBI, dst); (2)
para penguasa stok barang (termasuk para peninasupethgijon); (3) para spekulan
(baik di pasar umum dan pasar modal); dan (4) heradalah rakyat awam yang
tenaga-belinya lemah (5) maklar anggaran dan kyanyang duduk di legislatif serta
hal lain yang memperburuk kondisi negeri ini. Jaada hakekatnya yang demikian
itu ramah kepada pasar adalah ramah kepada kegiganfok pertama sebagai
pelaku utama dan penentu pasar.

Oleh karena itu pasar harus tetap dapat terkonteokendali, pasar bukan
tempat kita tergantung sepenuhnya, tetapi sebaikpgsarlah, sebagai “alat”
ekonomi, yang harus mengabdi kepada negara. A#aladliruan besar menganggap
pasar sebagai ofmiscient” dan “omnipotent” sehingga mampu mendobrak
ketimpangan struktural. Adalah naif mennanggap &pagbas” adalah riil. Yang
lebih riil sebagai kenyataan adalah embargo, psotekselubungynfair competition,
monopoli terselubung copyrights, patents, intellectual property rights dan tak
terkecuali embargo damconomic sanctions sebagai kepentingan politik yang

mendominasi dan mendistorsi pasar



PASAR BEBAS DAN IMF “SRIGALA BERBULU DOMBA” YANG DI PUJA
DAN DISEMBAH

Apabila pasar tidak dikontrol oleh negara, apapidsar kita biarkan bebas
sehingga pasar-bebas kita jadikan “berhala” daa kibbatkan sebagai kaisar
berdaulat, maka berarti kita membiarkan pasar mesggkedaulatan rakyat. Padahal
menegaskan bahwa rakyatlah yang berdaulat, bulsar.pa

Tidak saja pasar-bebas yang telah menjadi berhahey yipuja, IMF pun
menjadi - sesembahan baru pula, menjadi tuhan Bamaitunduk, kita mengagumi,
kita tersubordinasi dan kita rela menjadi jongosi§ita merebut kemerdekaan tahun
1945. Lima tahun kemudian kita mampu menekan pamjajan memperoleh
pengakuan/penyerahan kedaulatan melalui KMB. Kierdeka penuh, berdaulat
dalam politik, baik secarde facto maupurde jure.

Sekarang, tahu-tahu saja kita secdeafacto telah ter-subordinasi, terdikte,
tunduk dan takut kita kehilangan kedaulatan ituedKulatan politik” kita ibarat
menjadi formalitas, tanpa sukma merdeka. Belum dhgi pasangannya dalam Tri
Sakti, “mandiri dalam ekonomi” dan “berkepribadidalam budaya” ternyata luntur
pula.

Pemerintah saat ini tidak memiliki keberanian unteéngatakan kepada IMF
dan Bank Dunia bahwa kedua lembaga dunia ini ilartamggungjawab terhadap
keterpurukan ekonomi Indonesia, ikut menjerumuskealonesia dengaorthodoxy
dan salah antisipasinya membaca gejala ekonompelis menjadi suatu justifikasi
untuk meminta pembebasan hutang, pemotongan hatangun penjadualan hutang
tanpa beban. Kita ingat Wolfensohn tanpa malu mandaahwa ia kelewat optimis
dalam mendorong investasi asing dan pengucurant kretlk Indonesia. IMF dan
Bank Dunia bahkan ikut tenggelam dalawver-optimism tentang Indonesia yang
digolongkan sebagai masuk calofstan Miracle’dan “Asian Dragon”. Indonesia
terjebak, mereka cuci-tangan bersama para kompradaka (Mubyarto, 2003).

Mensubordinasi ekonomi Indonesia yang merupakarmuyf@katan jahat,

berjalan terus. Muncul cara-cara kotor untuk beraaraai menolak L/C Indonesia.



Sekarang Indonesia, negara terbesar di Asia Teagtgpaksa “diampu” (dianggap
secara ekonomi “onbekwaam” oleh Singapura) (Swast®fs).

Memprihatinkan sekali bahwa kita menyongsong sistd&omomi pasar-bebas
lebih berapi-api daripada orang-orang Utara. Kitakgekkan liberalisme dan
kapitalisme di sini lebih hebat daripada di negagara Utara. Kita bahkan menjadi
juru bicara sistem ekonomi pasar-bebas untuk keyggrt mereka.

Ketika kesepakatan GATT belum kita ratifikasi, ktan telah tunduk melatih
diri, ibarat “belum ditanya sudah mau”, kita “meratas kendang orang lain” dengan
mudahnya. Tidak hanya gampang kagum azfti barangkali juga malakervile
tetapi mengakiriendly ataulow-profile.

Tidak ada yang dapat mengabaikan peranan pasaa. pg€ih memelihara
ekonomi pasar. Yang kita tolak adalah pasar-beBasar-bebas adalah imaginer,
yang hanya ada dalam buku teks, berdasar asumakibesepenuhnya persaingan
bebas. Dalam realitas, tidak ada persaingan bedasnghnya, kepentingan non-
ekonomi, khususnya kepentingan politik (lokal atdobal), telah mendistorsi dan
menghalangi terjadinya persaingan belembérgo, economic sanctions, disguised
protections, strict patents and copy rights, dil). Tanpa persaingan bebas, sebagaimana
dalam kenyataannya, tidak akan ada pasar-bebas s@mparnya. Maka Adam
Smith boleh terperanjat bahwe invisible hand has turned into a dirty hand.

Pasar-bebas akan menggagalkan cita-cita mencagailde sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Pasar-bebas dapat mengganjati@tdroklamasi Kemerdekaan
untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tudpedh Indonesia, pasar-bebas
memarginalisasi yang lemah dan miskin.

Pasar-bebas bahkan diskriminatif terhadap yangatepdoduktivitasnya (tidak
efisien), akibatnya tidak mudah memperoleh alokesilit yang berdasaorofitability
itu. Pasar-bebas jelas melintangi hak demokrasn@ko rakyat, yang miskin tanpa
daya beli akan hanya menjadi penonton belaka, betatliar pagar-pagar transaksi
ekonomi. Pasar-bebas melahirkan privatisasi yandepaskan cabang-cabang

produksi yang penting bagi negara dan yang menghagd hidup orang banyak ke



tangan individu-individu. Pasar-bebas mencari kengén ekonomi bagi orang-
seorang, bukan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pasar-bebas menggeser dan bahkan menggusur rakyaambhh dan usaha-
usaha ekonominya. Pasar-bebas, yang terbukti taahkiscient dan omnipotent
mampu mengatasi bahkan memperkukuh ketimpangakiwial lantas mendorong
terbentuknya polarisasi sosial-ekonomi, memperemggéntegrasi sosial dan
persatuan nasional. Pasar-bebas memelihara siskemorei subordinasi yang
eksploitatif, non-partisipatif dan non-emansipatdfas kerugian yang lemah.
Kemudian pasar-bebas mengacau pikiran kita, melbkgu misi-misi mulia dan
mendorong lidah kita bicara palsu : anti subsidi dati proteksi secara membabi-
buta, demi efisiensi. Pasar-bebas mereduksi marsetiagai sumber daya insani
menjadi sumber daya manusia atau faktor produksn@ki belaka. Dengan pasar-
bebas makapeople empowerment kelewat sering berubah menjagieople
disempower ment.

Pemujaan dan penyandaramlignce) pada pasar-bebas merupakan ujud dan
parsialitas pemikiran ekonomiméinstream) yang hanya mampu mengakui
persaingan dompetition) dan inisiatif individual sebagai penggerak keraaju
ekonomi global, mengabaikan kerjasarnaoperation) sebagai penggerak kekuatan
ekonomi berdasar mutualitas antar individu yandgkedkh handalnya.

Dalam pemikiran ekonomi yang menganut pasar-bebésiensi tak lain
merupakan suatu “keterpaksaan ekonomi” untuk bantahidup dan meraih
keuntungan ekonomi (lebih berdasaro-sum daripadanon-zero-sum), yang harus
dicapai melalui bersaing. Sedang di dalam pemikiekonomi yang mengakui
kerjasama mutualitas sebagai kekuatan ekonomi, mefisiensi merupakan
“kewajiban hidup berekonomi”. Ekonomi persainganrjdegkauan kepentingan
parsial (nilai-tambah ekonomi), sedang ekonomi dsamna berjangkauan
kepentingan multi-parsial yang lebih lengkap dannyeturuh (mencakup nilai-
tambah ekonomi dan nilai-tambah sosial-kulturabtigks).

Globalisasi mulai banyak dikecam, karena menyandaaig kekuatan dan

peragaan dominasi ekonomi, tak terkecuali oleh ggaang Barat sendiri yang



peduli akan pentingnya mewujudkan keadilan globedk terkecuali kecaman
terhadap ketidakadilan ini datang dari kalangandekasi Barat, NGO’s, mantan
praktisi Bank Dunia dan IMF, pemenang hadiah NdHebnomi (Joseph Stiglitz).
Bahkan telah lahir buku tentang perlunya mewujudkeadilan ekonomi global
sebagai tantangan abad ke-21.

Dalam WTO kita harus tetap reaksioner, berani meregtan membuat
kesepakatan-kesepakatan baru yang tidak merugigpankngan nasional dengan
tetap menghormati tanggung jawab global kita. Splalsebagai ahli ekonomi kita
harus mampu menghayati realita yang ditegaskan etehom terkemuka Inggris,
Joan Robinson, bahwahé very nature of economics is rooted in nationalism’.
Artinya pengembangan pemikiran ekonomi nasionardatonteks global pun, perlu
mengacu kepada histori, ideologi, institusi danirasp nasional, yang selanjutnya
harus memberi warna terhadapeory building and modeling, menolak paham
neutrality of theory. Henry Kissinger pun telah menegaskan bahwa “Gikdms
adalah nama lain untuk dominasi Amerika Serikatir(ity College, 1998).

Di antara perubahan-perubahan global dalam tijajlanan peradaban bangsa
bangsa, masalah kemandirian bangsa, atau kemandigbompok masyarakat,
bahkan kemandirian diri, selalu terlekat pada #illi peradaban yang “abadi”,
yaitu harga diri dan jati diri sGnatullah). Nasionalisme kebangsaan, bahkan
persekelompokan parokhial atau eksklusif lainnyanyandang nilai-nilai “abadi” ini
(Swasono, 1995).

Paham kemandirian, sebagai lawan dan ketergantunganerima paham
interdependensi. Kemandirian memang bukan eksk&me; isolasionisme atau
parochialisme sempit. Kerjasama antar ummat manuorggjadi nilai baru yang
menjadi tuntunan pemikiran baru untuk menandingi deengimbangi kerakusan
dominasi, penaklukan dan eksploitasi antarbangsardausia.

Munculnya lembaga-lembaga kerjasama modern sdpsage of Nations dan
United Nations, berikut derivat-derivatnya, merupakan reaksi dadedp puncak
persaingan destruktif dari dua Perang Dunia. Kenesglobal dan kesadaran global

menggerakkan kembali dunia yang hancur oleh Pdbamga itu. Saat ini kesadaran



global itu memunculkan berbaggiobal common interests sepertisocial development
eradication of poverty, employment creation, strengthening solidarity and social
integration protection of environtment, dan lain — lain bahkan sampai pada
penangkalan bersama terhadap pelanggéaman rights dan terrorism dalam
berbagai dimensinya (sebagaimana yang terpaku dalarbagai konvensi dan
keputusan PBB). Tanggung jawab ini harus secaraabea-sama digalang oleh
seluruh negara di dunia.

Kerjasama dan kesadaran global ini harus dapat ikigafaatkan untuk
melindungi kepentingan nasional kita. Akibat-akilsaisial-ekonomi, sosial-politik
dan sosial-kultural yang diakibatkan oleh persaingabas dan pasar-bebas seperti
digambarkan di atas, jelaslah banyak bertentangagaihglobal interests di atas.

Globalisasi dan ujud globalisme masih dalam prosescari bentuknya. Dalam
masa transisi ini yang menonjol adalah dominasneko (baik eksklusif ekonomi
maupun kelanjutannya berupa dominasi politik dattukal) harus kita hadapi
melalui tigafronts, Pertama, melalui usaha sendiri masing-masing negara untuk
bebenah diri meningkatkan kemampuan domestik daerjki nasionalnya, antara lain
melalui rencana dan tindakan-tindakan terfokus lurstecara lebih langsung untuk
membentuk konsolidasi ekonomi nasional dan mengiketergantungan pada luar-
negeri.Kedua, menggalang kerjasama regional, diawali dengajas@ma ekonomi
dan kemandirian ASEAN, disertai dengan upaya mebgékan posisi Indonesia
sebagathe leader of ASEAN, dengan segala justifikasi yang relevan dan imhelie
dalamnya. Kalau perlu kita memimpin untuk bersaaras mendirikan “ASEAN
IMF” sendiri, dan seterusny&etiga, bekerjasama dan meningkatkan keterlibatan
Indonesia terhadap perkembangan pemikiran di kaindamasional yang menentang
ketidakadilan inheren dan globalisasi, yang menyaperlunya berbagai koreksi
terhadap proses perkembangan globalisasi yang rmetkan negara-negara
berkembang, yang dikatakan telah mengakibatkamap between the have and the
have nots makin melebar. Di sinilah kita harus mewaspadaibglisasi.

Seperti dikemukakan di atas, semangat kemandiriarupakan solusi untuk

kemajuan bangsa dan keluar dari tirani liberaliseda sebagai kekuatan nasional



utama untuk mewujudkan kemerdekaan yang sebenakegajahteraan sosial dan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PENUTUP
Reformasi dalam konteks kenegaraan tidak sajatb@@mbaharuan menuju

Indonesia maju dan terbentukngil society tetapi juga mengandung altack to

basics, kembali ke rel sesuai dengan cita-cita Kemerdekadonesia. Untuk itu

reformasi perlu diselenggarakan berdapkatforms nasional yang tegas sebagai

landasan berpijalelatforms tersebut adalah sebagai berikut (Swasono, 2003).

1 Mempertahankan Indonesia Merdeka, Berdaulat dasaBefmenjunjung tinggi
national sovereignity danterritorial integrity)

Berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekononarkepribadian dalam budaya.

3 Kepentingan nasional adalah utama, tanpa mengabtakggung jawab global,
dengan menganut politik luar negeri “bebas aktif”.

4 Pembangunan ekonomi adalah derivat untuk mendukengbangunamakyat,
bangsa dan negara. Dalam bidang ekonomi pengembangan ekonomi rakyat
memberi rnakna substantif terhadap platform ini.

5 Hubungan ekonomi nasional berdasar “kebersamaanitu@tity) dan “asas
kekeluargaan” (brotherhood atau ukhuwah, buéaship, atau kekerabatan) yang
partisipatif dan emansipatif. Keadilan yang genuiaaya bisa terwujud di dalam
suasana kekeluargaam @therhood atauukhuwah) itu.

6 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandunglatitaya sebagai pokok-
pokok kehidupan rakyat, digunakan sebesar-besaralkmoran rakyat, dari
generasi ke generasi.

7 Proaktif ikut mendisain ujud globalisasi, berposiebagai subyek, bukan obyek
dalam globalisasi.

8 Untuk melaksanakan Otonomi Daerah dalam NKRI, kéeus tetap membangun
Pemerintah Pusat yang kuat, yang kita tolak adadattralisme Pusat.

9 Yang kita tuju adalah “Pembangunan Indonesia” bidekedar “Pembangunan di

Indonesia “.



10 Hutang luar negeri bersifat pelengkap dan sementavastasi asing berdasar
pada asas mutual benefit bukan predominasi (tidgekheersen).

Platforms di atas disusun dan dikembangkan dari ipem-pemikiran
Mohammad Hatta, terutama mengenai kebangsaan, etaak kedaulatan negara,
keberdikarian, demokrasi ekonomi, politik luar nedeebas-aktif, percaturan dan
pertentangan global, otonomi daerah dan adagiuntaHatenjadi tuan di negeri

sendiri”.
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